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“Penelitian ini bertujuan dalam upaya dan strategi 
mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu. 
Dengan metode confirmatory analys factor menggunakan uji 
regression weight melalui perangkat Amos SPSS 23 . 
Responden adalah warga desa Cihambulu sebanyak 100 
orang. Hasil penelitian menunjukkan Secara langsung 
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh 
signifikan terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD) sebesar 
5,144 > 1,96, Manajemen Keuangan Desa (MKD) berpengaruh 
signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri 
(EPDS) sebesar 4.288 > 1,96, sedangkan secara tidak 
langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) 
berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Efektivitas Program 
Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar 1.296.” 
 
“This research aims to determine the efforts and 
strategies an independent prosperous village at desa 
Cihambulu. The confirmatory analysis method by using the 
regression weight test through Amos SPSS 23. Respondents 
were 100 Cihambulu citizen. The results showed that Village 
Fund Management (PPDD) had a significant effect on Village 
Financial Management (MKD) of 5.144> 1.96, Village Financial 
Management (MKD) had a significant effect on the 
Effectiveness of the Independent Prosperous Village Program 
(EPDS) of 4,288> 1, 96, Village Fund Management (PPDD) 
influences but not significantly to the Effectiveness of the 
Independent Prosperous Village Program (EPDS) of 1,296” 
”. 
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Pengelolaan keuangan desa seharusnya“dilakukan dengan manajemen yang baik 
dana kuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan 
sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya 
kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan 
Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho 
(2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; 
pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta dalam mendapatkan 
hasil yang baik, seharusnya ada pengendalian kebijakan publik dalam penerapannya. 
Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di 
dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu 
yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan”. 
Menurut  Ramdhani, & Ramdhani (2017) “menyatakan bahwa pelaksanaan 
kebijakan adalah penerapan suatu peraturan program, aksi dan tiindakan terta tindakan 
dalam suatu aturan yang menyatu pada suatu sistem tertentu. Sejak diimplementasikan 
kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di tahun 2015, pemerintah daerah 
tidak terlepas dari berbagai masalah”. Aziz (2016) menjabarkan ada dua masalah utama 
pelaksanaan dana desa, yakni: “pertama, pemberian jumlah dana desa yang semakin 
besar setiap tahunnya akan tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas 
sumber daya manusia (aparatur desa) di tingkat desa dalam pengelolaan keuangan 
desa. Kedua, minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan 
APBDes dan RABDes, serta pengawasan penggunaan dana desa. Selain itu, 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) mengevaluasi penyaluran dan 
penggunaan dana desa tahun anggaran 2018, dan mendapati beberapa masalah, 
yakni: pertama, sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang 
pengalokasian dana desa. Kedua, terdapat keterpisahan antara perencanaan daerah 
dengan kebutuhan lokal dan perencanaan desa sehingga masih banyak desa yang 
belum mampu menyerap dana desa yang menjadi hak mereka padahal pemerintah 
telah memberikan panduan/pedoman tentang penggunaan Dana Desa dan Alokasi 
Dana Desa bagi para stakeholder pada tahun 2015”. (Noviyanti, Gamaputra, Lestari, & 
Utami, 2018) 
Permasalahan penyaluran dan pengalokasian dana desa tersebut juga dialami oleh 
kebanyakan desa-desa yang ada di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Desa 
Cihambulu. Adapun masah pemanfaatan dana desa di Desa Cihambulu adalah 
“aparatur pemerintah desa belum memiliki program prioritas pemberdayaan masyarakat 
di daerah mereka yang sejalan dengan prioritas penggunaan Dana Desa karena 
minimnya pengetahuan”. 
 
A. KAJIAN LITERATUR 
 
“Pemerintah Desa” 
Berdasarkan peraturan UU no. 6 tahun 2014, “Desa adalah desa dan desa adat atau 
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
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“Dana Desa” 
Berdasarkan Peraturan Kemekeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang “cara pengelolaan, 
penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. 
“Pengelolaan Dana Desa” 
Pengertian “pengelolaan dana desa” menurut Thomas (2013) adalah “suatu proses 
atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di 
dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan 
memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dana desa 
dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola 
secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 
serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang 
dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan 
sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dari masyarakat desa setempat”. 
Pembangunan Desa 
Pengertian “Pembangunan Desa” berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan 
pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara 
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 
tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. 
Alokasi Dana Desa (ADD) 
Pengertian “Alokasi Dana Desa (ADD)” berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah “dana 
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan PP Nomor 60 
Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa Dana Desa adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat 
khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling 
sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). Belanja 
desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 
dalam1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
desa. Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi 
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Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang 
diterima oleh kabupaten”. (Nafidah & Suryaningtyas, 2018 
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 
Menurut Yudianto Noverman (2018) menyatakan bahwa “pelaksanaan pengelolaan 
Dana Desa adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) 
pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan terdiri dari tiga 
hal, yaitu (1) tujuan atau sasaran kebijakan, (2) aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, 
dan (3) hasil kegiatan. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang 
mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan”, yaitu: 
1. Komunikasi 
Komunikasi “digunakan supaya manajer atau yang membuat kebijakan dan para 
implementor akan semakin baik dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan 
diterapkan dalam masyarakat. 
2. Sumber daya”. 
Dalam mengimlementasikan suatu kebijakan variabel yang paling dibutuhkan yaitu 
sumber daya, didalamnya umber daya finaial dan sumber daya manusia. 
3. Disposisi 
Disposisi adalah karekter atau watak yang dipunyai oleh implementator, seperti kejujuran, 
komitmen, serta sifat yang demokratis. 
 
“Pengelolaan Keuangan Desa” 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 Pengelolaan 
Keuangan Desa adalah “semua kegiatan yang meliputi 1) perencanaan, 2) penganggaran, 
3) penatausahaan, 4) pelaporan dan 5) pertanggungjawaban, dan 6) pengawasan keuangan 
desa”. 
Desa Sejahtera Mandiri (DSM) 
Menurut Rosa Lesmana (2019) “Desa Sejahtera Mandiri” adalah “desa yang mampu 
mengelola kekuatan (asset dan potensi) yang dimiliki serta mampu memanfaatkan peluang 
yang ada dalam pengelolaan pembangunan untuk kesejahteraan warga desa. Desa yang 
bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari 
pemerintah dan pihak luar. Kalau ada bantuan sifatnya hanya stimulant atau perangsang 
saja”. 
Secara umum desa sejahtera mandiri dicirikan yaitu : “mempunyai kemampuan desa 
mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya, pemerintah desa desa memiliki 
kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh 
kemandirian dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan (desa bisa 
merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan pembangunan dan pengawas hasil 
pembangunan untuk kesejahteraan warga desanya), sistem pemerintahan desa menjunjung 
tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk warga miskin, perempuan, kaum muda, 
kaum difabel, penyandang masalah sosial dan warga yang termarginalkan lainnya dan 
sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk 
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B. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metode dalam penelitian ini digunakan adalah Confirmatory Analysis Factor dengan 
pendekatan kuantitatif. Diuji menggunakan uji regression weight melalui software Amos 
SPSS 23. Reponden dalam penelitian ini adalah warga Desa Cihambulu Kabupaten 
Subang, Jawa Barat sebanyak 100 orang. 
Objek penelitian yaitudengan melihat kodisi objek secara objektif, Peneliti menetapkan 
variabel operasional disusun sehingga  memudahkan dalam mengumpulkan dan  menjaring 
data yang didapat dari responden sesuai dengan teori yang di dapat, konsep proposisi dan 
asumsi-asumsi dari variabel penelitian yang dibuat. Adapun variabel operasional penelitian 
disajikan pada  
Tabel 1. 
Variabel Operasional Penelitian 
 








Komunikasi (KOM) Transmisi 
Kejelasan Kebijakan 
Konsistensi Kebijakan 
Sumberdaya (SDM) Staf atau Sumberdaya manusai 
Informasi 
“Pemenuhan Fasilitas Staf atau SDM” 
Disposisi (DPS) “Kesepakatan di Kalangan Pelaksana atau 





“Penggunaan Standar Operasional Prosedur 
(SOP)” 





(PP Nomor 43 
Pasal 93 Tahun 
2014) 
Perencanaan (PLN) Pemilihan dan Penetepan Tujuan Organisasi 
“Kegiatan Persiapan Melalui Perumusan dan 
Penetapan Keputusan” 
Pelaksanaan (ACT) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa 
Implementasi APBDesa dalam 1 tahun 
anggaran 
Penatausahaan (ADM) Tatalaksana Keuangan 
Pencatatan keuangan dengan baik dan benar 
Pelaporan (RPT) Pelaporan Tatalaksana Kegiatan 
















“Keterbukaan Kebijakan Dasar” 
“Keterbukaan Tujuan” 
“Keterbukaan Rencana” 
Strategi (STR) “Kejelasan Program” 
“Kejelasan Sasaran” 
“Kejelasan Tujuan” 
Pelaksanaan (PLKS) “Kesesuaian Perencanaan” 
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Target Hasil (THS) “Pencapaian Tujuan” 
“Kepuasan/ Keuntungan” 
Sumber :  (Fahri, 2017) 
 
Kerangka Berpikir Penelitian 
 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 
 
Berdasarkan kerangka ajuan diatas maka hipotesis yang diangkat sebagai berikut: 
 
H1 : Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Manajemen Keuangan 
Desa 
H2 : Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa berppengaruh terhadap  Meningkatkan 
Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri. 
H3 :  Manajemen KeuanganDesa berengaruh terhadap Meningkatkan Efektivitas Program 
Desa Sejahtera Mandiri. 
 
Berdasarkan isi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi dari penelitian ini 
adalah masyarakat dan aparatur desa yang telah Responden penelitian adalah di Desa 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Lokasi penelitian di Kec. Pabuaran, Kab. Subang. Desa yang dikaji adalah Desa 
Cihambulu yang terletak di Kabupaten Subang. Sebagian besar penduduknya bermata 
pencaharian di sektor pertanian, perdagangan, pertukangan dan sektor informal lainnya. 
Uji Instrumen Penelitian 
Uji-Validitas Data 













KOM (X1) 0,464 0,198 “Valid” 
KOM (X2) 0,508 0,198 “Valid” 
KOM (X3) 0,509 0,198 “Valid” 
SDM (X4) 0,629 0,198 “Valid” 
SDM (X5) 0,462 0,198 “Valid” 
SDM (X6) 0,571 0,198 “Valid” 
DPS (X7) 0,552 0,198 “Valid” 
DPS (X8) 0,647 0,198 “Valid” 
BRK (X9) 0,638 0,198 “Valid” 













PLN (Y1) 0,455 0,198 “Valid” 
PLN (Y2) 0,348 0,198 “Valid” 
ACT (Y3) 0,637 0,198 “Valid” 
ACT (Y4) 0,398 0,198 “Valid” 
ADM (Y5) 0,327 0,198 “Valid” 
ADM (Y6) 0,395 0,198 “Valid” 
RPT (Y7) 0,468 0,198 “Valid” 
RPT (Y8) 0,443 0,198 Valid 
LIAB (Y9) 0,610 0198 “Valid” 
LIAB (Y10) 0,1000 0,198 “Valid” 











Program Desa  
OPN (Z1) 0,524 0,198 “Valid” 
OPN (Z2) 0,447 0,198 “Valid” 
STR (Z3) 0,385 0,198 “Valid” 
STR (Z4) 0,461 0,198 “Valid” 
PLKS (Z5) 0,622 0,198 “Valid” 
PLKS (Z6) 0,689 0,198 “Valid” 
PLKS (Z7) 0,433 0,198 “Valid” 
THS (Z8) 0,682 0,198 Valid 
THS (Z9) 0,1000 0198 “Valid” 
 Sumber: Output SPSS  23 
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Data tabel diatas menunjukkan bahwa semua indikator penelitian dikatagorikan nilainya valid 
dengan nilai R-hitung lebih besar (>) dari nilai R-Tabel maka Analisa berikutnya dapat 
dilanjutkan. 
Uji-Reliabilitas 





Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 0,921 Realiabel 
Manajemen Keuangan Desa 0.897 Realiabel 
Meningkatkan Efektivitas Program 
Desa Sejahtera Mandiri 
0,944 Realiabel 
Sumber: Output SPSS 23 
Dari table diatas dapat dilihat nilai alpha cronbach kepuasan wisatawan 0,920 > 0,60  
dan loyalitas wisatawan 0,905 > 0,60 kedua variabel berdasarkan kriteria uji , dikatakan 
reliabel  
Uji-Goodness –of fit Indices 
Tabel 5 ; Evaluasi Kriteria Goodness-offit Indices 
“Kreteria” “Hasil Model”  “Nilai Kritis” 
“Evaluasi 
Model” 




“Probability (P)” 0.744 ≥ 0.05 “Baik” 
“X 2 Relatif (CMIN/DF)” 0.861 ≤ 2.0 “Baik” 
“GFI” 0.934 ≥ 0.90 “Baik” 
“AGFI” 0.878 ≥ 0.90 “Kurang 
Baik” 
“TLI” 1.020 ≥ 0.95 “Baik” 
“CFI” 1.000 ≥ 0.95 “Baik” 
“RMSEA” 0.000 ≤ 0.08 “Baik” 
Sumber : Pengolahan data Amos SPSS  
Confirmatory Factor Analysis pada measurement model dalam penelitian ini menunjukan  
model yang baik, dimana nilai GFI lebih tinggi dari tingkat yang disarankan 0.90; Sebagian 
besar hasil pengujian dengan kriteria yang baik 
Hasil Uji-Regression Weight 
Tabel 6 “Regression Weight (Loading Factor) Measurement Model”  
“Regression Weight” “Estimate” “S.E.” “C.R.” “P” “Label” 
MKD <--- PPDD .553 .108 5.144 ***  
EPDS <--- MKD 1.522 .355 4.288 ***  
EPDS <--- PPDD .296 .228 1.296 .195  
KOM <--- PPDD 1.000     
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“Regression Weight” “Estimate” “S.E.” “C.R.” “P” “Label” 
SDM <--- PPDD .969 .181 5.352 ***  
DPS <--- PPDD .634 .100 6.305 ***  
BRK <--- PPDD .735 .132 5.554 ***  
PLN <--- MKD 1.000     
ACT <--- MKD 1.099 .151 7.299 ***  
ADM <--- MKD 1.000 .128 7.835 ***  
RPT <--- MKD 1.284 .218 5.882 ***  
LIAB <--- MKD 1.038 .171 6.056 ***  
OPN <--- EPDS 1.000     
STR <--- EPDS .830 .108 7.700 ***  
PLKS <--- EPDS .586 .094 6.216 ***  
THS <--- EPDS -.067 .088 -.763 .446  
Sumber : Pengolahan dengan Amos SPSS 
Tabel diatas menunjukan hasil regresi yang diperoleh melalui hasil perhitungan 
dengan menggunakan Amos SPSS 23, dari hasil regersi diperoleh hampir semua pengaruh 
memiliki nilai P lebih kecil ≤ 0,05 dan Critical Ratio ≥ 1,96 artinya mendukung hipotesis.  
 
Gambar 2 Hasil Pengolahan Data Amos SPSS 23 
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Berdasarkan hasil “Koefisien jalur pengaruh langsung (direct effect) Pelaksanaan 
Pengelolaan Dana Desa (PPDD) terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD) sebesar 
5,144 > 1,96, Pengaruh langsung Manajemen Keuangan Desa (MKD) terhadap Efektivitas 
Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar 4.288 > 1,96, sedangkan pengaruh tidak 
langsung (indirect effect) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) terhadap Efektivitas 
Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar 1.296. Dari analisis ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh signifikan 
terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD), dan Manajemen Keuangan Desa (MKD) 
berpengaruh signifikan terhadap  Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) 
sedangkan secara tidak langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) 
berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri 
(EPDS).” 
Saran 
Berdasarkan rata – rata jawaban responden terhadap kuisioner terdapat beberapa item 
dengan nilai rata – rata paling rendah yaitu dari 100 responden menjawab rata – rata 
dengan skor 3,03 pada item Indikator Pelaksanaan, baik dalam perencanaan pelaksanaan 
program, strategi dan pengorganisasian program dan pengawasan terhadap 
pelaksaksanaan program dari unsur terkait. Atau secara keseluruhan proses manajemen 
dalam pelaksanaan masih kurang baik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan 
bagi aparat pemerintah desa Cihambulu, Pabuaran, Subang, Jawa Barat sehingga kedepan 
pemerintah desa dapat menjalankan proses manajemen dengan baik terutama pada proses 
pelaksanaan program desa guna terwujud Desa Sejahterah Mandiri .  
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